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Pegawai dan Penasihat.  
 

 
PERATURAN 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2019  

TENTANG 

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN GAJI KEEMPAT BELAS KEPADA 

PEGAWAI DAN PENASIHAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas 

kepada Pegawai dan Penasihat merupakan wujud 

apresiasi dan penghargaan atas pengabdian kepada 

bangsa dan negara, serta upaya Komisi Pemberantasan 

Korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan 

Penasihat melalui pemberian kompensasi yang layak dan 

patut; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

dan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen 

Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 

Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya 

Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, pengaturan 

kompensasi kepada Pegawai dan Penasihat pada Komisi 

Pemberantasan Korupsi diatur dengan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang 

Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Gaji Keempat Belas 

Kepada Pegawai dan Penasihat Komisi Pemberantasan 

Korupsi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5698); 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang 

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 

tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043); 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota  Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 

Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6348); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6349); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan 

Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga 

Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6350); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan 

dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga 
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